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Abstract
Indonesia is rich in natural resources. The soil is fertile, and under the earth there are large deposits of minerals, oil and gas. This potential of natural resources must be managed for the people's welfare. All regulations from the constitution, laws to the implementing regulations support the mining management by the government through state owned enterprises PT Pertamina (Persero) and the regional government through regional owned enterprises (BUMD). The discovery of the Masela Block means the local government opportunity to actively participate in mining management. This research is normative juridical. The research data are primary and secondary legal materials. The results showed that the Masela Block, which is rich in oil and gas that will be exploited, is an opportunity for the Maluku regional government to actively participate in the oil and gas mining sector to improve people's welfare. 
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Abstrak
Indonesia negarayang kaya akan sumber daya alam. Lapisan tanahnya subur,dan pada tubuh bumi terdapat endapan mineral, minyak dan gas bumi yang sangat besar. Potensi ini harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Seluruh peraturan mulai dari konstitusi, undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya mendukung pengelolaan tambang oleh pemerintah Pusat melalui PT Pertamina (persero) dan pemerintaah daerah melalui BUMD. Penemuan Blok Masela memberi kesempatan pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pertambangan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Blok Masela yang kaya akan minyak dan gas bumi yang akan diekploitasi merupakan kesempatan emas bagi pemerintah daerah Maluku untuk berpartisipasi aktif dalam sektor pertambangan migas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kata kunci : Pertambangan, Blok Masela, Pemerintah Daerah Maluku.

Pendahuluan 
Dalam hal kekayaan alam, Indonesia negara yang berkelimpahan. Negara yang terletak di garis khatulistiwa mempunyai berbagai kekayaan sumber daya alamnya seperti hutan, perkebunan, pertanian, kekayaan maritim, minyak dan gas bumi serta berbagai mineral yang terkandung dalam tubuh bumi dan dibawah laut yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Kekayaan alam inilah yang menjadi daya tarik bangsa asing ke nusantara. Pada awalnya bangsa Eropa berkeliling dunia mencari obat wabah penyakit pes yang mengakibatkan kematian besar di Eropa. Salah satu bahan obat yang dibutuhkan adalah pala, yang sangat dibutuhkan, namun tidak terdapat di daratan eropa. Kekayaan alam inilah yang menarik bangsa - bangsa lain untuk memiliki, mengolah dan menguasai sumber daya tersebut. Kedatangan bangsa Eropa awalnya hanya untuk berdagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara.
Pada awalnya bangsa asing datang untuk berdagang, tapi mengingat keuntungan yang besar, maka muncul niat mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Cara yang dilakukan adalah penjajahan. Penjajahan di nusantara dimulai  tahun 1619, ditandai pasukan VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie), satu perusahan dagang Belanda yang bertujuan memonopoli perdagangan rempah - rempah di wilayah Nusantara dibawah pimpinan Jan Pieterzoon Coen merebut Jayakarta (Batavia). Pada tanggal 1 Januari 1800 VOC dinyatakan pailit dan dibubarkan. Selanjutnya semua tanah jajahan milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itulah Belanda menjajah Indonesia sampai tanggal 8 Maret 1942 (Nanik Trihastuti, 2013 : 93). Keuntungan Belanda dari kesuburan tanah dalam penguasaan rempah-rempah dan sumber daya pertanian dengan cultuur stelsel sangat besar, hingga berhasil meraup untung hingga ratusan juta florins. Keuntungan lebih dari 100% per tahun, sementara harga sahamnya naik hingga mencapai 1.080 persen dari nilai nominalnya (Mohammad Hatta, 2015 : 338). Soekarno menegaskan memang milyunan rupiah harganya hasil-hasil perusahaan kapital asing yang saban tahun diangkut dari Indonesia baik dari kopi, teh, tembakau, gula maupun karet. Pendek kata, saban tahun kekayaan yang diangkut dari Indonesia sedikitnya f 1500.000.000 (soekarno, 1951: 50). Suatu pendapatan yang fantastis di masa itu.
Demikian pula sangat besar potensi kekayaan alam yang terdapat dibawah bumi maupun dibawah laut. Banyak endapan mineral batuan maupun minyak dan gas bumi. Potensi ini dapat diubah menjadi kesejahteraan jika dikelola dengan baik melalui usaha  pertambangan, yaitu kegiatan mengoptimalkan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi. Usaha pertambangan ada dalam berbagai tahap seperti, tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan hingga kegiatan pascatambang (Salim HS, 2012 : 15). Harus dipahami sektor pertambangan memiliki ciri khusus antara lain memerlukan modal yang besar, menggunakan teknologi modern, dikerjakan tenaga ahli, beresiko tinggi, pengembalian modal yang lambat serta sensitif terhadap perubahan situasi. Semua persyaratan ini hanya dimiliki oleh negara maju baik dalam ketersediaan sumber daya manusia yang handal, penguasaan teknologi tinggi maupun ketersediaan dana dalam menjalankan usaha pertambangan. Dengan ciri khas tersebut diatas, untuk mengelola pertambangan merupakan tantangan bagi bangsa Indonesiamengingat berbagai keterbatasan. Pertama, jumlah orang Indonesia yang terlatih dan berpengalaman terlalu sedikit untuk dapat melaksanakan kebijakan guna mendorong perkembangan suatu kelas pengusaha golongan pribumi dan mempercepat perbaikan ekonomi. Kedua, perusahaan-perusahaan milik asing dan kelompok masyarakat tionghoa masih mendominasi sektor-sektor ekonomi modern, sedangkan kaum pribumi tidak memiliki modal kuat dan ketrampilan berwiraswasta yang diperlukan untuk dapat bersaing secarara ekonomis dengan mereka (Andrian Sutedi,  2011 : 1).   
Pada tahun 2000-an, ditemukan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang terletak di laut Arafura, Maluku yang disebut sebagai Blok Masela. Kendati terletak di tengah laut, pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengekplorasi Blok Masela yang dilakukan di darat (on shore). Pengelolaan blok masela merupakan salah satu dari 37 Prioritas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Saat ini pemerintah menargetkan revisi Plant of Development Blok Masela bisa tuntas dikerjakan Inpex Corporation dan Shell Indonesia akhir tahun 2018 agar pengembangannya sejalan dengan multiplier effect yang diinginkan pemerintah bagi masyarakat. Kini pemerintah mulai menyusun  masterplan termasuk aspek penguatan peran serta masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pengelolaan blok migas. Salah satu caranya dengan menggandeng Universitas Pattimura (Jarot Digdo Ismoyo: 2018 : 386).
Keputusan pemerintah mengeksplorasi dan mengeksploitasi Blok Masela menjadi kajian penting mengingat selama Indonesia merdeka, pertambangan minyak dan gas bumi dikuasai oleh asing. Era orde lama, pemerintah belum memutuskan pengelolaan pertambangan mengingat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya modal dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya pada era orde baru, pengelolaan sektor pertambangan baik minyak dan gas bumi maupun pertambangan mineral dan batubara dibuka lebar dengan mengundang investasi asing. Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama yang disebut contract of work (kontrak karya). Akibat berbagai kemudahan yang diberikan bagi investor asing, berbagai bahan tambang diekplorasi dan diekploitasi oleh perusahaan asing melalui penanaman modal asing, sedangkan keterlibatan negara melalui PT Pertamina (Persero) tidak signifikan. Berikut data dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebagaimana dikutip oleh The Global Review (The Global Review, 2012).
Peta Penguasaan Migas dan gas Metana Batubara hingga tahun 2012
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Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra menilai Indonesia adalah surga bagi investor pertambangan asing yang menguasai hingga 75 % pertambangan. Adapun Penguasaan Kontrak Tambang Migas hingga tahun 2013 (Okezone.com, 2013) sebagai berikut : 
	Pemegang kontrak
	Jumlah kontrak

	Asing 
	120

	Nasional 
	28

	Patungan asing - Nasional 
	77



Dari 225 kontrak kerjasama Blok Migas komposisinya menunjukkan dominasi asing pada sektor pertambangan minyak dan gas bumi.  Penelitian yang dilakukan oleh Agung Marsudi D. Santoso,(Agung Marsudi D Susanto, 2016 : xiv) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014-2019 Indonesia memiliki 263 blok migas yang pengelolaannya sebagai berikut :  

Penguasaan Blok Migas tahun 2014-2019
	Jumlah Blok
	263

	Sudah Produksi
	79

	Pengelolaan Asing
	55

	Eksplorasi
	180



Data ini menunjukkan 55 dari 79 blok migas atau 70 % dikelola perusahaan asing seperti Chevron, Total, Inpex, Exxon Mobile, British Petroleum dan sebagainya. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan kegiatan eksplorasi baru. Demikian juga penanaman modal asing pada sub sektor pertambangan mineral dan batubara (The Global Review,2012) menunjukkan pola penguasaan sebagai berikut: 

Prosentase Penguasaan Tambang oleh Asing hingga tahun 2012
	Jenis tambang
	Penguasaan asing

	Minyak bumi dan gas alam 
	85  %

	Mineral (emas, perak dan tembaga) 
	95 %

	Batubara 
	85 %



Data tersebut menunjukkan bahwa penguasaan sektor pertambangan mineral dan batubara dominasi asing sangat tinggi berkisar 85 % hingga 95 % sementara penguasaan nasional porsinya sangat kecil. Investasi asing menguasai mutlak pertambangan mineral di Indonesia.
Sering menjadi pertanyaan, dengan kekayaan alam yang melimpah tersebut, mengapa Indonesia bukan negara yang maju, makmur dan sejahtera. Kenyataannya Indonesia setelah 70 tahun merdeka masuk dalam kategori negara miskin (negara berkembang). Majalah bisnis ternama AS, Global Finance, pada tahun 2010 merilis peringkat 182 negara di dunia berdasarkan tingkat produk domestik bruto (PDB) per kapita dari negara yang paling miskin hingga negara yang paling kaya sejagat. Metode yang digunakan untuk menentukan kekayaan negara adalah membandingkan standar hidup penduduk satu negara secara keseluruh dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang didasarkan pada paritas atau keseimbangan daya beli secara internasional. Berdasarkan data ranking 182 negara tersebut, Indonesia berada di urutan ke 122 dengan  PDB per kapita US $ 4.380 atau Rp 39,4 juta per tahun. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber alam melimpah, mulai dari perkebunan, pertambangan, serta energi. Namun, negara ini memiliki populasi cukup besar, lebih dari 230 juta jiwa (Heri Susanto, 2010). Walaupun dikaruniai kekayaan alam melimpah, namun karena lemahnya kinerja pemerintah, maka tidak berdampak signifikan pada penghasilan negara. Survei indeks tata kelola sumber daya alam (Resource Governance Index / RGI) atas 58 negara menunjukkan bahwa keuntungan dari sektor ekstraktif di negara-negara tersebut mencapai total $ 2,6 triliun pada tahun 2010. Namun, sesungguhnya, banyak negara yang melewatkan peluang mendapatkan manfaat dari kekayaan SDA akibat kesalahan manajemen dan korupsi.  Survei tersebut menunjukkan terdapat 26 negara kaya sumber daya alam gagal mendapatkan manfaat maksimal dari kekayaan sumber daya alam karena tata kelola sektor ekstraktif yang lemah. Di 26  negara tersebut, lebih dari 300 juta orang (atau 50% dari total populasi 26 negara) hidup dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari. Sementara, di negara-negara kaya SDA tapi dengan kinerja tata kelola baik, angka populasi dengan penghasilan sangat rendah tersebut hanyalah rata-rata 10 juta orang (atau 7% dari populasi). Heller, Patrick dan  Poppy Ismalina, 2016). 
Eksploitasi kekayaan alam pertambangan tidak linier dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Pendapatan negara dari sektor pertambangan sangat kecil sebagaimana tampak dari penguasaan saham di perusahaan-perusahaan pertambangan yang dibawah 10 persen, sedangkan divestasi saham tidak kunjung terlaksana. Sektor hulu hingga hilir masih didominasi asing sehingga pendapatan negara yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masih belum tercapai. Sebaliknya keuntungan besar diraih oleh investor asing. Ini adalah sebuah ironi negara yang kaya sumber daya alam namun tingkat kemiskinan masyarakat tinggi. Permasalahannya adalah bagaimana mengubah potensi pertambangan menjadi kesejahteraan riil. 
Sering orang mempertanyakan mengapa Indobnesia yang kaya akan sumber daya alam termasuk tambang tidak serta merta menjadi negara makmur dan sejahtera ?. Secara teoritis kekayaan sumber daya alam berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara pesat sebagai modal menjadi negara maju. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Negara-negara yang kaya sumber daya alam justru dalam taraf negara berkembang (negara miskin) sedangkan negara yang minim sumber daya alam justru melesat menjadi negara maju atau kaya.  Fenomena ini tergambar dalam beberapa penelitian, antara lain dilakukan oleh Richard Auty (1993, 2001), Sachs and Warner (1995, 2001), Jeffrey A. Frankel (2012) membuktikan bahwa negara yang kaya sumber daya alam menjadi negara miskin (berkembang), sebaliknya negara yang minim sumber daya alam melesat menjadi negara maju. Richard Auty pertama kali memperkenalkan istilah natural resources curse (kutukan sumber daya alam) untuk menggambarkan fenomena yang membingungkan ini. Sachs dan Warner (1995) dengan literatur ekonometrik mengemukakan bahwa ketergantungan ekonomi pada minyak dan mineral berkorelasi lambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian berikutnya Sachs dan Warner (2001) yang memperluas penelitian sebelumnya menunjukkan bukti bahwa negara-negara yang kaya sumber daya alam cenderung tumbuh lebih lambat daripada negara-negara miskin sumber daya alam. Hasil ini memang tidak mudah dijelaskan oleh variabel atau dengan cara lain dalam mengukur korelasi kelimpahan sumber daya dengan kesejahteraan (Frankel, Jeffrey A, 2012 :3).
Jeffrey A. Frankel, peneliti dari Harvard University dalam tulisannya yang berjudul The Natural Resource Curse : A Survey of Diagnoses and Some Prescriptions yang menyatakan (Frankel, Jeffrey A, 2012 :2): 
Oil, minerals, and agricultural resources can bring great riches to those who possess them. Yet countries that are abundantly endowed with such natural resources often encounter pitfalls that interfere with the expected superior economic performance. Possibly undesirable side effects include reallocation of production away from the manufacturing sector. Another interpretation is that it can be permanent: countries endowed with natural resources more often develop social structures in which autocratic or corrupt political elites finance themselves through physical control of the natural resources. Meanwhile those governments that lack these endowments have no choice but to develop decentralized, democratic and diversified economies with market incentives that are more conducive to the development of manufacturing. Examples of the Natural Resource Curse are plain to see. Japan, Korea, Taiwan, Singapore and Hong Kong are rocky islands (or peninsulas) that were endowed with very little in the way of exportable natural resources. Nevertheless, they achieved western-level standards of living. Many countries in Africa, the Middle East and Latin America are endowed with oil, minerals, or other natural resources, and yet have experienced much less satisfactory economic performance. (Sumber daya minyak, mineral, dan pertanian dapat membawa kesejahteraan besar bagi negara-negara yang memilikinya. Namun, negara-negara yang kaya sumber daya alam ternyata sering mengalami jebakan yang mengganggu kinerja ekonomi yang diharapkan. Efek samping yang tidak diharapkan adalah realokasi produksi yang jauh dari sektor manufaktur. Kemungkinan lain adalah bahwa negara-negara yang kaya sumber daya alam cenderung mengembangkan struktur sosial dimana elit politiknya korup yang namun menguasai sumber daya alam. Sementara itu negara-negara yang miskin sumber daya alam justru mampu mengembangkan ekonomi yang terdesentralisasi, demokratis dan bervariasi dengan insentif pasar yang lebih kondusif bagi pengembangan manufaktur. Jepang, Korea, Taiwan, Singapura dan Hong Kong adalah contoh negara yang dapat mencapai standar hidup tinggi seperti negara-negara barat meski minim sumber daya alam. Banyak negara di Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin dianugerahi minyak, mineral, atau sumber daya alam lainnya justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh kurang memuaskan.)
Berdasarkan pemaparan diatas, maka akan dilakukan pertanyaan dalam penelitian ini adalah  bagaimana Indonesia mampu lepas dari natural resources curse ?

Metode Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis dan evaluasi dilakukan berdasarkan studi literatur pada bahan hukum primer maupun sekunder. Hukum primer utama yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Participating Interest 10 % (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Data sekunder diperoleh dari hasil publikasi-publikasi dan penelitian sebelumnya.  Hasil studi literatur selanjutnya disajikan secara deskriptif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dan diinventarisasi, kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 184).

Pembahasan
Kegagalan Pengelolaan Pertambangan di Indonesia
Sebagaimana natural resources curse yang dikemukakan para ahli, Indonesia juga mngalami “kutukan sumber daya alam”. Kekayaan alam melimpah tidak secara otomatis membuat suatu negara kaya dan sejahtera. Ada banyak faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal negara. Secara internal lemahnya kinerja pemerintah berdampak signifikan pada penghasilan negara. Survei indeks tata kelola sumber daya alam (Resource Governance Index / RGI) atas 58 negara menunjukkan bahwa keuntungan dari sektor ekstraktif di negara-negara tersebut mencapai total $ 2,6 triliun pada tahun 2010. Kegagalam mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) akibat kesalahan manajemen dan korupsi.  Terdapat 26 negara kaya sumber daya alam gagal mendapatkan manfaat maksimal karena tata kelola sektor ekstraktif yang lemah. Akibatnya, lebih dari 300 juta orang (atau 50% dari total populasi 26 negara) hidup dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari. Sementara, di negara-negara kaya SDA tapi dengan kinerja tata kelola baik, angka populasi dengan penghasilan sangat rendah tersebut hanyalah rata-rata 10 juta orang (atau 7% dari populasi). (Heller, Patrick dan  Poppy Ismalina, 2012).
Kegagalan memanfaatkan sumber daya alam pertambangan tampak dalam pernyataan ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan potensi sumber daya alamnya sektor migas tidak dikelola optimal. Sektor migas Indonesia banyak dikuasai asing selain para pengusaha pengemplang pajak. KPK menemukan potensi hilangnya pendapatan negara Rp. 7.200 trilun dari royalti yang tidak dibayarkan kepada negara setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena para kontraktor migas tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Jika digabungkan dengan sektor pertambangan mineral dan batubara, royalti yang tidak dibayarkan mencapai Rp. 20.000 triliun per tahun. Dalam perhitungan ini, bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulannya bisa mencapai Rp. 20 juta (Agung Marsudi D. Susanto,2016 :xvi).

Nawa Cita Menuntutn Kembali Pada Economic Constitution.
Kegagalan pengelolaan sektor pertambangan disadari oleh Presiden Joko Widodo. Dengan konsep Nawa Cita, Indonesia diarahkan untuk mengelola kekayaan pertambangan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Cita hukum tersebut sebenarnya telah dirumuskan para founding fathers yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara. Era baru pemerintahan Presiden Joko Widodo mengembalikan pengelolaan pertambangan sesuai UUD 1945. Konstitusi digunakan sebagai acuan melawan natural resources curse (kutukan sumber daya alam) dengan melaksanakan pengelolaan dan mendistribusikan sumber daya alam secara efisien dan merata menuju kesejahteraan sosial. untuk itu pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus tetap memegang konstitusi dan penjabarannya dalam peraturan perundangan yang mampu mencegah pembalikan kebijakan yang mengabaikan atau merusak ketentuan konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 sebagai economic constitution harus kembali digali makna dan filosofinya dalam memecahkan masalah bangsa. Politik hukum pertambangan harus mengacu pada Pasal 33 yang menekankan pada nilai-nilai luhur kebangsaan yaitu :
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat ini berbicara bahwa perekonomian negara disusun (tidak mengikuti pasar) atas dasar asas kekeluargaan sebagai usaha bersama berdasarkan mutualisme. Paham ekonomi ini menolah kapitalisme dan liberalisme.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ini menegaskan bahwa sumber daya alam yang strategis dan vital dan menyangkut kepentingan rakyat dikuasai oleh negara dalam hal ini badan usaha BUMN, BUMD maupun koperasi untuk menjamin ketersediaan yang cukup. 
(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat ini menegaskan fungsi negara secara aktif mengelola kekayaan alam harus untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 
[bookmark: _Hlk525362113]Demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan perlawanan mendasar atas liberalisme yang diberlakukan oleh penjajah Belanda. Pasal 33 UUD 1945 merupakan politik hukum pertambangan yaitu mengatur tujuan yang ingin dicapai dengan sistem hukum yang ada (diterapkan) serta Cara-cara (mekanisme) apa yang dianggap paling baik (efektif) untuk mencapai tujuan tersebut; Satjipto  Raharjo,2000 : 352). Moh. Mahfud M.D. menyatakan pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya tiga hal : pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;  kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan Moh. Mahfud M.D, 2014 :  Dalam perspektif hermeneutika, makna dikuasai negara terhadap sumber-sumber produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan kewenangan negara untuk mengatur pengusahaan hilir pengelolaan sumber-sumber produksi energi adalah dikelola oleh pemerintah atau aparatur penyelenggara administrasi negara (I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Edi As’adi,2019 : 20). Negara adalah suatu organisasi yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi untuk mengurus segala kepentingan umum guna mencapai kesejahteraan. Selanjutnya, kekuasaan negara tersebut harus diwujudkan dalam undang-undang sektoral menyangkut sumber daya alam (Marsel Selamat, 2018 : 108). Untuk itu seluruh peraturan perundangan harus sinkron, tidak boleh menyimpang atau tumpang tindih dalam pemanfaatan sumber daya alam. Penyimpangan pasal ini berdampak sangat besar dalam pengelolaan sektor pertambangan yang sentralistis atau menyerahkan pengelolaan pertambangan pada pengusaha/ investor besar dengan mengesampingkan negara.
Wolfgang Friedmann mengemukakan secara teoritis ada empat fungsi negara dalam bidang ekonomi (Abrar Saleng, 2007 :49),  yaitu :
a. Fungsi negara sebagai provider (penjamin), yaitu bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan serta bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya. 
b. Fungsi negara sebagai regulator (pengatur), baik berupa peraturan perundang-undangan, maupun peraturan kebijaksanaan. Secara sektoral misalnya pengaturan tentang investasi di sektor industri pertambangan, ekspor-impor, pengawasan dan lain-lain.
c. Fungsi negara selaku entrepereneur (melakukan usaha ekonomi). Fungsi ini negara menjalankan sektor tertentu dalam bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara (state owned corporations)  yang dinamis berdampingan dengan sektor swasta .
d. Fungsi negara sebagai umpire (wasit, pengawas). Dalam kedudukan demikian, negara dituntut untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor-sektor yang berbeda dalam bidang ekonomi, di antaranya mengenai perusahaan negara. 
Pasal 33 UUD 1945 dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.  Pasal 4 ayat (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.  Dengan demikian maka Pemerintah seharusnya bertindak sebagai operator dan enterpreneur dalam mengelola minyak dan gas bumi. Sektor hulu berupa ekplorasi dan eksploitasi dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memberikan tugas pada BUMN yaitu PT Pertamina (persero) untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dapat diserahkan dikerjakan oleh PT Pertamina (Persero) atau dapat diserahkan pada Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dan/atau koperasi. Untuk itu diperlukan kesiapan nasional, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dalam wilayah pertambangan migas. Pemerintah daerah dituntut kesiapan membentuk dan mengelola BUMD sebagaimana Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Penerapan konsep negara hukum kesejahteraan dalam kegiatan ekonomi sangat penting dan relevan dalam pencapaian tujuan negara. Dalam UUD 1945, konsep ini jelas dalam Pasal 33 ayat (2) dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Pasal tersebut memberi kewenangan negara untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi melalui penyelenggaraan cabang produksi yang dapat dikategorikan sebagai penting, vital dan strategis. Peran negara tersebut diperlukan agar cabang-cabang produksi tersebut tidak atau jatuh ke tangan orang per orang dalam sistem pasar bebas. Untuk itu negara harus  secara aktif mengambil peran dan mengusahakan cabang-cabang produksi tersebut dengan tujuan kesejahteraan rakyat dalam wujud badan hukum khusus yang disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian, maka harus diterjemahkan bahwa dalam sistem pengelolaan pertambangan, ada kuasa pertambangan (mining rights) dalam kewenangan pemerintah sebagai wakil dari negara. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tersebut diserahkan kepada  entitas hukum yang disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik daerah (BUMD) atau koperasi. Penyerahan segala urusan pelaksanaan kuasa pertambangan kepada BUMN adalah sebagai representasi negara (dimensi geopolitik) dan dilakukan sesuai dengan prinsip usaha (dimensi geo-ekonomi). Dengan pengelolaan blok Masela, diharapkan dapat memicu dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khusunya Maluku.
Secara teknis, partisipasi pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi. Peraturan ini membuka peluang bagi daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan blok Masela bagi kesejahteraan rakyat Maluku. Pemerintah daerah dapat menanamkan saham dalam pertambangan minyak dan gas bumi di wilayahnya melalui BUMD. Syaratnya, BUMD tersebut haruslah perusahaan yang sahamnya dimiliki daerah atau Perseroan Terbatas yang  99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki daerah dan dibentuk berdasarkan Peraturan daerah.  Dengan partisipasi tersebut, maka sekarang daerah tidak hanya menggantungkan dana bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 
Dengan demikian pengelolaan blok Masela tidak ada kendala perundangan. Ditinjau dari politik hukum, tujuan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Dari segi tata urutan perundangan negara, sudah tepat penjabarannya dalam Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan pemerintah hingga peraturan Menteri ESDM juga telah sesuai sehingga mendukung tujuan negara.
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Sekarang masalahnya mampukan pemerintah daerah mengelola pertambangan berdasarkan peluang yang ada ?. Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi berbasis kepulauan di Indonesia dengan luas wilayah 712.479, 65 km2 yang terdiri dari luas lautan 658.294,69 km2 (92,4%) dan luas daratan 54.185 km2 (7,60%). Provinsi Maluku terdiri dari 1.340 pulau, dengan panjang garis pantai 10.630,10 km2, dan hanya memiliki 4 pulau besar (Seram, Buru, Yamdena dan Wetar) selebihnya merupakan pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan pulau. Dari sekian banyak pulau yang dimiliki, hanya 162 (12%)  buah pulau yang berpenduduk dari total jumlah pulau. Lokasi blok Masela yang terletak di Lepas Pantai Laut Arafura – Perairan Maluku berbatasan langsung dengan Australia pada wilayah Propinsi Maluku.  Kontrak ditandatangani 16 November 1998 selama 30 tahun (Anton A. Lailossa, 2020 : 2).  Blok Masela memiliki Nilai investasi  : Rp. 252-280 Triliun (19,8 Miliar USD). Jangka waktu pengerjaan  konstruksi antara tahun  2022 – 2027 mencapai US$ 7,5 miliar atau setara 104,25 tirliun. Selanjutnya  proses produksi pada tahun 2027 – 2055 sebesar US$ 146,1 miliar atau sekitar Rp 2.030 triliun (Marwan Batubara,2020 :3).  Luas  wilayah tambang  2.503,3 Km2.  Pemegang Participating Interest adalah Inpex Corps Jepang sebesar 65%, Shell UOS Belanda sebesar 35% , include Maluku 10%. Adapun blok masela dioperatori  oleh Inpex Masela Ltd  (Djufri Rays Pattilouw,2020 : 5).  dengan demikian maka pemerintah Propinsi Maluku harus mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam pertambangan Migas Blok Masela. Persiapan yang diperlukan antara lain membentuk dan ketrampilan mengelola BUMD yang tangguh, mempersiapkan Participating Interest 10 % (sekitar 25-28 Triliun), mempersiapkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil (sekitar 73.000 orang), mempersiapkan teknologi tinggi (hi-tech). 
Pengelolaan sektor pertambangan migas bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan modal yang besar, penguasaan teknologi tinggi, kesiapan sumber daya manusia serta BUMD yang tangguh. Persyaratan tersebut umumnya dapat dipenuhi oleh pihak asing. Namun demikian, konstitusi serta peraturan perundangan yang menjabarkannya telah jelas mebuka peluang bagi partisipasi daerah dalam pengelolaan pertambangan. Disinilah letak tantangan pengelolaan Blok Masela. Dibalik tantangan tersebut, kegiatan usaha hilirisasi blok Masela menjanjikan banyak faktor positif antara lain peningkatan ketahanan energi daerah, peningkatan indeks pembangunan manusia, percepatan pembangunan dan ekonomi daerah yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku khususnya dan daerah sekitarnya. Arahan Presiden tentang penggunaan konten lokal (SDM, bahan baku, bahan penolong) tentu saja menjadi efek pendorong berupa terbukanya kesempatan kerja (sekitar 73.000 tenaga kerja),  tumbuhnya aktivitas ekonomi pendukung (hotel, rumah makan, Bank, dll) peningkatan pendapatan rumah tangga, peningkatan laju ekonomi bagi masyarakat bagi Propinsi Maluku. Jika kesempatan ini berhasil dimanfaatkan, maka tidak diragukan lagi Propinsi Maluku akan mengalami akselerasi kesejahteraan dengan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Untuk menuju harapan tersebut, pemerintah daerah Maluku harus mempersiapkan baik regulasi maupun sosial budaya masyarakat. Regulasi yang dipersiapkan antara lain kebijakan kesiapan sumber daya manusia yang terampil, kesiapan perlindungan lingkungan sebagai dampak pertambangan, meminimalisir sengketa lahan maupun pergeseran nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Pemerintah daerah maluku harus menciptakan lingkungan sosial budaya yang kondusif dan terbuka bagi kemajuan ekonomi dan investasi.  Dengan kesiapan tersebut maka daerah Maluku akan dapat meraih manfaat secara optimal sekaligus meminimalisir dampak negatifnya.

Kesimpulan
Indonesia mampu keluar dari natural resources curse dengan berpedoman pada UUD 1945. Penguasaan dan pengelolaan negara atas pertambangan minyak dan gas bumi merupakan bagian dari wujud kedaulatan negara. Pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun koperasi. Konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dijabarkan Undang-undang pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Pemerintahan daerah dan berbagai Peraturan Pemerintahnya membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah terlibat dalam aktivitas pertambangan minyak dan gas bumi. Tidak ada hambatan dalam peraturan perundangan.
Selanjutnya Pemerintah daerah Propinsi Maluku memiliki kesempatan emas untuk berpartisipasi dalam sektor pertambangan migas dengan Participating Interest 10 % (sepuluh persen) di Blok Masela melalui BUMD atau perseroan yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki daerah.  Pengelolaan Blok Masela dapat mempercepat kesejahteraan rakyat maluku dengan penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya aktivitas ekonomi, peningkatan pendapatan rumah tangga maupun budaya kerja profesional.  Untuk itu pemerintah Daerah Maluku harus mempersiapkan dengan baik sumber daya manusia, pendirian BUMD yang tangguh, regulasi mengenai lingkungan hidup serta regulasi sosial budaya masyarakat. 

 Saran 
1. Pemerintah daerah Maluku harus terlibat aktif dalam pengelolaan Blok Masela.
2. Pemerintah Daerah Maluku harus mempersiapkan BUMD dalam berpartisipasi aktif dalam Pengelolaan Blok Masela.
3. [bookmark: _GoBack]Pemerintah daerah maluku harus mempersiapkan regulasi menyaangkut sosial budaya masyarakat dalam pengelolaan Blok Masela.
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